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BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKCTAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum saat ini, sehingga periu diubah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4740};



10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun‘ 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lerpbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tq_mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor ig Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun QQOO Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi# Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tahnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara RepubliE( Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587ebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun QOPO Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Peq‘lungutan Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indox*esia Tahun 2016 Nomor
244);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ; ?

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 4};

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2021 Nomor 78);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2017 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif Pajak
berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak.

(2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi
administratif yang tercantum dalam :

a. SKPD; atau
b. STPD.

2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 20A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak, oleh Bupati karena jabatannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 18 Mei 2022
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.
I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

‘Ni Made Sulistiawati, SH., MH
NIP. 19790610 200604 2 014




